
  
 

 

MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA 

DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN UMUM 

PENGADILAN TINGGI BANTEN 

PENGADILAN NEGERI PANDEGLANG 
Jalan Raya Serang KM.1 Curugsawer Kabupaten Pandeglang, Banten 42213 

Telepon (021) 201125 Faksimile (021) 201125 

www.pn-pandeglang.go.id, info@pn-pandeglang.go.id 

      Pandeglang, 05 Januari 2026 
Nomor  : 29/KPN.W29.U2/PW1.1/I/2026 

Lampiran : 1 (satu) rangkap 

Hal   : Laporan Pelaksanaan Pengendalian  

  Gratifikasi Tahunan  

     
 

 
Kepada Yang Mulia  

BAPAK KETUA PENGADILAN TINGGI BANTEN 

di- 

Jl. Raya Pandeglang KM. 6,6 Tembong 

KOTA SERANG 
 

 

Dengan hormat,  
 
 Berdasarkan Surat Keputusan Kepala Badan Pengawasan Mahkamah Agung RI Nomor 

29/BP/SK.PW1/V/2025 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pengendalian Gratifikasi 

dilingkungan Mahkamah Agung Republik Indonesia, bahwa setiap Satuan Kerja membentuk Unit 

Pengendalian Gratifikasi. Untuk itu, Pengadilan Negeri Pandeglang kelas IB sebagai Pengadilan 

Tingkat Pertama membentuk Unit Pengendalian Gratifikasi Tingkat III berdasarkan Surat 

Keputusan Ketua Pengadilan Negeri Pandeglang Nomor 47/KPN.W29.U2/KP4.1.3/V/2025 

tentang Pembentukan Unit Pengendalian Gratifikasi (UPG) Pada Pengadilan Negeri Pandeglang. 

Sehubungan dengan kewajiban penyampaian laporan pelaksanaan pengendalian 

gratifikasi di satuan kerja secara periodik dari UPG Tingkat III kepada UPG Tingkat II, berikut kami 

kirimkan Laporan Pelaksanaan Pengendalian Gratifikasi Tahunan Periode Januari-Desember 

Tahun 2025 pada Pengadilan Negeri Pandeglang. 

 Demikian laporan ini kami kirimkan, atas perhatian Yang Mulia Bapak Ketua Pengadilan 

Tinggi Banten kami ucapkan terimakasih.  

 

                      Ketua,  

 

 

                Yanti Suryani 
 

      
Tembusan : 
1. Ketua UPG Tingkat II Pengadilan Tinggi Banten; 
2. Ketua UPG Tingkat I Badan Pengawasan Mahkamah Agung RI;  
3. Arsip. 
 
 
 

http://www.pn-pandeglang.go.id/


 
 

 
 
  
 
 
 
 
 
 

LAPORAN MONITORING DAN EVALUASI 

UNIT PENGENDALIAN GRATIFIKASI III 

PENGADILAN NEGERI PANDEGLANG KELAS IB 

 

 

 

 

TAHUNAN 

PERIODE JANUARI s.d. DESEMBER 2025 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

TAHUN 2026 
 
 

 
 

 



A.     PENGANTAR 
 

Pengadilan Negeri Pandeglang merupakan satuan kerja yang berada di 

bawah lingkungan peradilan umum pada Mahkamah Agung Republik 

Indonesia. Pengadilan Negeri Pandeglang mempunyai tujuan untuk 

meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap sistem peradilan, 

mewujudkan pelayanan prima bagi masyarakat pencari keadilan, dan 

meningkatkan akses masyarakat terhadap keadilan. 

 
Dalam mencapai tujuan tersebut, Pengadilan Negeri Pandeglang telah 

berupaya meningkatkan   kualitas   penyelenggaraan   pelayanan   di   

bidang   peradilan, melalui berbagai mekanisme. Termasuk dalam hal 

ini, melalui pencegahan atau pengendalian adanya praktik gratifikasi 

yang terjadi di Pengadilan Negeri Pandeglang untuk mencapai peningkatan 

kepercayaan publik terhadap sistem peradilan. 

 
Pencegahan atau sistem pengendalian praktik gratifikasi telah diwujudkan 

dengan   adanya   pembentukan   tim   pengendali   gratifikasi   melalui   

surat keputusan Ketua Pengadilan Negeri Pandeglang Nomor 

47/KPN.W29.U2/KP4.1.3/V/2025 tanggal 19 Mei 2025, yang bertugas 

untuk mengawasi adanya praktik gratifikasi di Pengadilan Negeri 

Pandeglang, serta penyusunan Pedoman Pengendalian Gratifikasi 

Pengadilan Negeri Pandeglang. Pembentukan tim pengendali gratifikasi ini 

juga sebagai wujud konkrit pelaksanaaan Undang- Undang Nomor 31 

Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang- Undang Nomor 

20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, bahwa 

setiap Pegawai Negeri Sipil (PNS) wajib melaporkan penerimaan gratifikasi. 

 

Bahwa sebagai upaya mewujudkan Aparatur Pengadilan Negeri 

Pandeglang yang berintegritas, bersih, dan bebas dari korupsi, kolusi, dan 

nepotisme diperlukan upaya pengendalian penerimaan atau penolakan 

atau pemberian gratifikasi yang berpedoman kepada : 

1. Keputusan Bersama Ketua Mahkamah Agung RI dan Ketua Komisi 

Yudisial RI Nomor 047/KMA/SKB/IV/2009-02/SKB/P.KY/IV/2009 

tentang Kode Etik Pedoman Perilaku Hakim;  

2. Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 

122/KMA/SK/VII/2013 tentang Kode Etik dan Pedoman Perilaku 

Panitera dan Juru Sita; 

3. Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung RI Nomor 

008A/SEK/SK/I/2012 tentang Aturan Perilaku Pegawai Mahkamah 

Agung Republik Indonesia; 

 

 

 



4. Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia Nomor 

2 Tahun 2019 tentang Pelaporan Gratifikasi;  

5. Surat  Keputusan  Ketua  Mahkamah Agung Republik Indonesia  

Nomor : 119/KMA/SK/VII/2019 tentang Pembentukan Unit 

Pengendali Gratifikasi pada Mahkamah Agung dan Badan Peradilan 

yang berada dibawahnya; 

6. Surat Keputusan Kepala Badan Pengawasan Mahkamah Agung RI 

Nomor 29/BP/SK.PW1/V/2025 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan 

Pengendalian Gratifikasi dilingkungan Mahkamah Agung Republik 

Indonesia; 

7. Surat Keputusan Ketua Pengadilan Negeri Pandeglang Nomor 

46/KPN.W29.U2/KP4.1.3/V/2025 tentang Pedoman Pengendalian 

Gratifikasi Pada Pengadilan Negeri Pandeglang; 

8. Surat Keputusan Ketua Pengadilan Negeri Pandeglang Nomor 

47/KPN.W29.U2/KP4.1.3/V/2025 tentang Pembentukan Unit 

Pengendalian Gratifikasi (UPG) Pada Pengadilan Negeri Pandeglang; 

 
Untuk menjaga standar kualitas dan menjamin bahwa sistem 

pengendalian gratifikasi yang dibangun tetap dapat menjawab kondisi 

aktual  yang  ada,  diperlukan  kegiatan  monitor  dan  evaluasi  secara 

berkala atas penerapan sistem tersebut. 

 

Oleh karena itu, Pengadilan Negeri Pandeglang merasa perlu untuk 

melakukan monitoring   dan   evaluasi   atas   pelaksanaan   pengendalian   

yang   ada   di lingkungan Pengadilan Negeri Pandeglang, khususnya yang 

terkait dengan pemberian layanan hukum bagi masyarakat pencari 

keadilan yang dilakukan sampai dengan kurun dua belas bulan (satu 

tahun) yaitu dari Januari sampai dengan Desember tahun 2025. 

 
Melalui pelaksanaan monitoring dan evaluasi pengendalian gratifikasi 

secara berkala diharapkan dapat mencegah atau menghindarkan adanya 

praktik pemberian gratifikasi di Pengadilan Negeri Pandeglang.



B.     PELAKSANAAN MONITORING DAN EVALUASI 
 

 

Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi pengendalian gratifikasi ini 

dilakukan atas pelaksanaaan pengendalian gratifikasi sampai dengan 

kurun waktu Januari sampai dengan Desember 2025 di Pengadilan Negeri 

Pandeglang. Monitoring dan Evaluasi ini dilakukan oleh Ketua Pengadilan 

Negeri Pandeglang dengan melibatkan tim pengendali gratifikasi 

Pengadilan Negeri Pandeglang, dan jajaran struktural Pengadilan Negeri 

Pandeglang. 

 

 

C.     LINGKUP KEGIATAN 
 

 

Ruang lingkup pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Pengendalian 

Gratifikasi di Pengadilan Negeri Pandeglang ini meliputi seluruh pelayanan 

hukum yang diberikan kepada masyarakat pencari keadilan. Baik 

mencakup pelayanan di dalam pendaftaran perkara, pelayanan bantuan 

hukum, pelayanan dalam pemeriksaan perkara, dan hal-hal lain yang 

termasuk dalam lingkup layanan pengadilan. 

 

D.     HASIL EVALUASI 
 

 

Adapun hasil Monitoring dan Evaluasi Pengendalian Gratifikasi di 

Pengadilan Negeri Pandeglang selama kurun waktu Januari sampai 

dengan Desember 2025, tergambar dalam tabel berikut: 

 
 

 
NO 

 

 
BULAN LAPORAN 

 

NAMA 

PELAPOR 

NAMA 
 

PEMBERI 

GRATIFIKASI 

 

JENIS 

PENERIMAAN 

 

ALASAN DAN 

KRONOLOGI 

1. JANUARI 2025 NIHIL NIHIL NIHIL NIHIL 

 
2. 

 
FEBRUARI 2025 

 
NIHIL 

 
NIHIL 

 
NIHIL 

 
NIHIL 

3. MARET 2025 NIHIL NIHIL NIHIL NIHIL 

 
4. 

 
APRIL 2025 

 
NIHIL 

 
NIHIL 

 
NIHIL 

 
NIHIL 

5. MEI 2025 NIHIL NIHIL NIHIL NIHIL 

 
6. 

 
JUNI 2025 

 
NIHIL 

 
NIHIL 

 
NIHIL 

 
NIHIL 

 
7. 

 
JULI 2025 

 
NIHIL 

 
NIHIL 

 
NIHIL 

 
NIHIL 

 
8. 

 
AGUSTUS 2025 

 
NIHIL 

 
NIHIL 

 
NIHIL 

 
NIHIL 

 
9. 

 
SEPTEMBER 2025 

 
NIHIL 

 
NIHIL 

 
NIHIL 

 
NIHIL 

 
10. 

 
OKTOBER 2025 

 
NIHIL 

 
NIHIL 

 
NIHIL 

 
NIHIL 

 
11. 

 
NOPEMBER 2025 

 
NIHIL 

 
NIHIL 

 
NIHIL 

 
NIHIL 

 
12. 

 
DESEMBER 2025 

 
NIHIL 

 
NIHIL 

 
NIHIL 

 
NIHIL 

  

 



E.     REKOMENDASI 
 

 

Hasil dari monitoring dan evaluasi di Pengadilan Negeri Pandeglang tidak 

dijumpai adanya gratifikasi dalam bentuk apapun terhadap jajaran 

struktural, hakim, dan pegawai Pengadilan Negeri Pandeglang. 

 

Pada   dasarnya   pelaksanaan   sistem   pengendalian   gratifikasi   di 

Pengadilan Negeri Pandeglang telah berjalan dengan baik dan sesuai 

dengan prinsip-prinsip pengendalian gratifikasi yang meliputi: 

 

1. Transparansi; 
 

 

2. Akuntabilitas; 
 

 

3. Kepastian Hukum; 
 

 

4. Kemanfaatan; 

 
5. Kepentingan Hukum; 

 

 

6. Independensi; dan 
 

 

7. Perlindungan bagi Pelapor. 
 

 

Baik dalam penerimaan dan pengelolaan laporan gratifikasi, 

pemutakhiran aturan dan kebijakan terkait etika gratifikasi serta metode 

dan target pelaksanaan diseminasi. 

 

Akan tetapi, tentunya tetap perlu dilakukan peningkatan lagi terhadap 

sistem pengendalian gratifikasi yang telah ada sehingga tetap dapat 

menjaga  standar  kualitas  dan  menjamin bahwa sistem pengendalian 

gratifikasi yang dibangun di Pengadilan Negeri Pandeglang tetap dapat 

menjawab kondisi aktual yang ada



F.     LAMPIRAN 
 

Berikut   ini   berisikan   lampiran   yang   mendukung   adanya   sistem 

pengendalian gratifikasi di lingkungan Pengadilan Negeri Pandeglang: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CAPTURE BERITA SOSIALISASI PENANGANAN PENGENDALIAN 

GRATIFIKASI DI WEBSITE PENGADILAN NEGERI PANDEGLANG 
 

(https://pn-

pandeglang.go.id/main/link/20250618100025152420693068522bc995d93.

html#tabs|Tabs_Group_name:tabLampiran) 

 
 

 
 

 
 

SKEMA DAN ALUR PELAPORAN 

https://pn-pandeglang.go.id/main/link/20250618100025152420693068522bc995d93.html#tabs|Tabs_Group_name:tabLampiran
https://pn-pandeglang.go.id/main/link/20250618100025152420693068522bc995d93.html#tabs|Tabs_Group_name:tabLampiran
https://pn-pandeglang.go.id/main/link/20250618100025152420693068522bc995d93.html#tabs|Tabs_Group_name:tabLampiran


 
 

FORMULIR PELAPORAN GRATIFIKASI DI PENGADILAN NEGERI PANDEGLANG 
 
 

 

Pandeglang, 05 Januari 2026 
 

Ketua 
Unit Pengendalian Gratifikasi III 

 
 
 
 
 
 
 

              IRWAN ROSADY, S.H., M.H. 
   NIP. 19830423 200704 1 001 

 

 
 
 

Mengetahui, 

 
Ketua Pengadilan Negeri  

Pandeglang 
 
 
 
 
 
 

 
               YANTI SURYANI, S.H.,M.H. 

    NIP. 19751025 200112 2 003 
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